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Keputusan perubahan bentuk Perum Perhutani menjadi Persero ditetapkan
oleh Presiden RI pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2001, tanggal 23
Maret 200]1. Berikut ini beberapa komentar dari penulis yang secara prinsip
menganggap PP tersebut keliru.

1. Dasar pertimbangan PP tersebut, yang dimuat pada diktum memimbang, ad:lah
efisiensi dan efektivitas yang tampaknya sangat sempit dan kurang
komprehensif. Dengan menjadi Perscro, efisiensi finansial Perhutani mungkin
sajaakannaﬂgtetapieﬁsiensiekmmninyaakannmumn,karmaakantedadi
pergeseran biaya dan manfaat sosial-ekonomi dari dan kepada biaya dan manfaat
perusahaan, Jugadadsegieﬁsiensipmgelolaansmnberdayaalamhnanakan
menurun, yang akan ditunjukkan oleh penurunan indikator “eco-service
efficiency”. Padahal keberadaan Perhutani dalam bentuk Perum adalah uotuk
mmdkmdmbmganmﬁmmndaﬁkeﬁgahdikaﬁm&ﬁsiaxitﬂﬁh&ymg
2. Dalam diktum mengingat, sama sekali tidak memperhatikan Undang-undang No.
22 tahun 1999 teatang Otonomi Dacrah, termasuk dalam hal badan usaha
kehulamn,yangsemmsosial-d:mouﬁdanpoliﬁspmotmnisasiimm
penting untuk segera diimplementasi-kan. Sikap “ignorance” seperti keluarnya
PP No. 14-2001 inisangatmenyingglmgpemsaanmasyamkat,tenmdi

3. Diakui bahwa selama ini dari segi efisiensi finansial dan ekonomi Perum
Perhutani masih belum atau kurang optimal. Semasa penulis menjadi anggota
Dewan Pengawas Perum Perhutani dan tahun 1994 sampai 1998, pemah
menyatakan bahwa Perum Perhutani scharusnya mampu  menciptakan
keuntungan 3 kali lipat, penciptaan lapangan kerja 4 kali lipat, serta memberi
kontribusi PAD kepada Pemda setempat yang cukup signifikan. Tetapi untuk
peningkatanimsemuatidakdengancaramubahbcnmkPmnnnmiadi
Persero, tetapi melalui langkah-tangkah perubahan schagai berikut :
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Perubahan sccara bertabap dart Dircksi dan jajaran pimpinac di bawahnva
vang bersifat “pegawai pemerintah yang birckratis dan otoriter” menjadi
“profesional dan demokratis”. Dalam hal im perlu perubahan dalam pola
“recruitment” dan lamanva fterm) darn jabatan.

Penyebaran  (desentrabsasi,  dekonsentrasi)  kewenangan  pangambilan
keputusan ketingkat Pimpinan Unit dan KKPH/Administratur, agar mampu
dan cepat dalam merespons situasi dan kesempatan (bisnis dan non-bisnis)
vang beragam dan berubah secara cepat di lapangan.

Perubahan  atau penyempurnaan peraturan  yang selama im  membert
kckuasaan kepada Pemenintah (Departemen terkait) untuk melakukan
mntervensi yang justru mengurangi kelcluasaan Direksi dan jajarannya untuk
mengambil  langkah-langkah  vang dapat meningkatkan kinerja/efisienst
perusahaan secara optimum.

4. Sesungguhnya tclah banyak sekali tulisan dan pendapat yang konstruktif untuk
membuat Perum Perhutani membenikan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa
i, seperti diantaranya yang dikemukakan penulis dalam “Memori Scrah Ternma
Jabatan Dewan Pengawas Perum Perhutani, Periode Oktober 1994 - Oktober
1998, tanggal 30 Oktober 19987, juga dalam “Butir-butir Masukan Reformasi
Perum Pcrhutani, tanggal 19 Nopember 19987, serta banyak lagi tulisan/laporan
hasil kenja periodik Dewan Pengawas selama periode 1994 - 1998 tersebut.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Mari kita berbuat yang terbaik

untuk Bangsa Indonesia ini, disertai kehati-hatian yang tinggi, terutama dalam
situasi kritis yang semakin kompleks ini.

Rimbawan dalam sejarah Indonesia tidak pemah mementingkan dirinya

sendiri, tapi mementingkan bangsanya secara keseluruhan. Bahkan fakta sejarah
membuktikan bahwa Rimbawan sclalu yang paling depan dalam berkorban untuk
kesclamatan bangsa ini. Kiranya profesional lain, terutama politikus, dapat
menyadarinya. Insya Allah,



